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“Pengesahan APBD
Perubahan Tersendat

Mangupura (Ba 1i Post) -

Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Peruba-
han Kabupaten Badung ta-
hun 2015 hingga kini belum
dilakukan. Tersendatnya
pengesahan APBD tersebut
lantaran SK Gubernur be-
lum kunjung turun, kendati
ketok palu sudah dilakukan
pada pertengahan bulan
Juli lalu.

Menurut Ketda Komisi
III DPRD Badung I Nyo-
man Satria, SK Gubernur
umumnya dikeluarkan se-
lambat-lambatnya 14 hari

kerja setelah APBD Peruba-
han diserahkan ke provinsi.
“Tetapi saya lupa kapan
penyerahannya, Rasanya
sudah mendekati 14 hari,”
kata Nyoman Satria.
Politisi asal Mengwi ini
menyebutkan, pembahasan
dengan Tim Anggaran Pemer-
intah Daerah (TAPD) baru
bisa dilakukan bila guber-
nur telah mengeluarkan SK.
“Kami akan langsung rapat
dengan TAPD mengesahkan
APBD Perubahan,” katanya.
Sekadar mengingatkan,
pada perubahan APBD,
anggaran belanja melonjak
hingga Rp 500
APBD Induk 2015, belanja
dipasang Rp 3,5 triliun, se-

mentara pada APBD Peruba-

han 2015, anggaran belanja
mencapai Rp 4 triliun.
|

liar. Pada

Sementara itu, Wakil Ket-
ua II DPRD Badung I Made
Sunarta mengatakan baru
menerima SK Gubernur,
Rabu (16/9) lalu, sehingga
rapat banggar baru dapat
diselenggarakan Jumat ini.

“SK baru kami terima ke-
marin (Rabu - red). Makanya
di dewan akan menjadwalkan
besok (hari ini - red) melaku-
kan rapat Banggar (Badan
Anggaran) untuk membahas
verifikasi atas APBD Pe-
rubahan itu,” jelas Sunarta,
Kamis (17/9) kemarin.

Dikatakan, setelah mela-
lui pembahasan dalam Bang-
gar, akan ditetapkan seka-
ligus untuk pembahasan
bersama TAPD. Jika tida
terdapat perubahan maka
akan segera ditetapkan.
“Kami belum tahu apa yang

menjadi catatan, namun
yang jelas kalau tidak ada
perubahan maka segera
ditetapkan,” tegasnya.
Terkait bilamana terda-
pat perubahan dalam rapat
tersebut, Sunarta tidak mau
berandai-andai. “Kami akan
bahas dulu ini. Kami belum

. bisa mengetahui hasil veri-

fikasinya,” ucapnya.

Dia menegaskan, bila
lembaga dewan akan bek-
erja maksimal agar APBD
Perubahan 2015 segera
ditetapkan. Sedangkan un-
tuk permasalahan pencairan
dana hibah dan bansos, seka-
ligus nanti lagislatif akan
bahas bersama eksekutif.
“Dana hibah dan bansos itu
akan kami bahas juga ber-
sama TAPD,” pungkasnya.
(kmb27)
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Segel Towe

SEGEL - Satpol PP bersa'mq Tim ¢ stisi menyegel tower seluler di J1. Pantai Sindu
Nomor 13 B, Kelurahan Sa
izin, Kamis (17/9) kemarin.

r Seluler
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nur, Denpasar Selatan, karena belum mengantongi

bali menindak tegas sekaligus
menyegel tower tanpa izin di
di Jalan Pantai Sindhu Nomor
13 B, Sanur, Denpasar Selatan,
Kamis (17/9) kemarin. i

Tower seluler yang berdiri di
lahan kontrakan tersebut berada.
di tengah-tengah permukiman
penduduk. Tindakan penyegelan
tersebut melibatkan Tim Yustisi
Pemkot Denpasar.

Dari hasil penyegelan ini

jalan raya. Pesisi hang
tower seluler ini tepat berada
di tengah halaman rumah pen-
duduk di kawasan Jl. Pantai
Sindhu Sanur.

Kasatpol PP Denpasar 1.B.
Alit Wiradana didampingi Kabid
Penegakan Perundang-undangan
Daerah Wayan Wirawan dan
Kasi Pengawasan, Pembinaan
dan Penyuluhan I Gede Sudana

Denpasar (Bali Post) - tower tersebut tldak mengantongi IMB kat serta Menara Telekomu-
Satuan Polisi Pamong Praja dan izin operasional. “Tower seluler ini nikasi di Kota Denpasar.
(Satpol PP) Kota Denpasar kem- berdiri di tengah permukiman warga.  Sebelum mengambil langkah

Tower tersebut sudah dibangun 2014. penyegelan, kata Alit Wiradana,
Karena itu, tower seluler itu sampai pihaknya telah melayangkan
saat ini belum mengantongiizin,” kata surat panggilan kepada pihak
Alit Wiradana. PT GIK, dan dilanjutkan den-
R — A — gan surat teguran satu sampai

_ Lebih Ianjut Alit Wiradana menge-
mukakan, tower seluler ini melanggar
Perda Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Izin Banguan-bangunan. Di samping
itu, juga melanggar Perwali Nomor 34
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Bangunan dan Pengendalian Perang-

mengatakan, penyegelan ini selama 10 tahun. ;
menindaklanjuti laporan masyarakat Terkait dengan IMB dan izin lainnya,

‘sekaligus menghentikan op-

tiga. Namun, apa yang dilaku-
kan tersebut tidak mendapat
respons. Apalagi, tower seluler
itu sampai saat ini belum memi-
liki IMB (Izin Mendirikan Ban-
gunan) dan izin operasional
menara telekomunikasi. “Kami
bersama Tim Yustisi menyegel -

erasional tower ini. Bahkan,
sudah melakukan késepakatan
bersama pihak perusahaan,
sehingga pengurusan izin dapat
segera ditindaklanjuti,” ujar
Alit Wiradana.

Sementra itu pemilik ru-
mah Wayan Pica mengatakan,
pengerjaan tower selulear ini te-
lah dilaksanakan akhir Desem-
ber 2014. Tower ini mengontrak
lahan pekarangan rumahnya

yang disampaikan ke kantor Satpol PP
bahwan adanya pendirian tower di J1L

Pica mengaku itu bukan urusan dirinya
melainkan urusan perusahaan yang
"Sohi dal
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Sindhu Sanur tanpa izin. Dari pengece- mengontrak lahannya. :
kan di lapangan dan melakukan koor- mengetahui dan hanya menyiapkan la-
| ———————dinasi dengan instansi terkait, ternyata han untuk pendirian tower saja. (kmb) _|
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